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1.1  Latar Belakang Masalah

Kinerja pegawai merupakan satu komponen yang sangat penting
keberadaannya dalam mengembangkan dan mencapai target serta tujuan suatu
organisasi atau perusahaan. Berhasil atau tidaknya organisasi bergantung
bagaimana pegawai dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan
baik. Begitupun dengan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang perlu dicapai
pada tiap Kementrian/Pemerintah Daerah. Kinerja PNS merupakan tolak ukur
keberhasilan suatu instansi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Bekasi
mengharapkan seluruh PNS dapat berkerja dengan baik sehingga visi dan misi
Kota Bekasi yaitu Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan dapat terwujud
terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat.

Upaya untuk mendorong dan meningkatkan kualitas pelayanan tersebut
dibutuhkan instrumen yang dapat mengarahkan sasaran dan target organisasi yang
telah ditetapkan oleh pemerintah pusat pada Permendagri Nomor 62 Tahun 2008
tentang Standar Pelayanan yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator
kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.

Dan pengukuran indikator kinerja Kecamatan berdasarkan pada pedoman
Kepmenpan Nomor 09 tahun 2007 tentang 3 tujuan penting yang menjadi
indikator penilaian kinerja sebuah kantor administrasi Kecamatan, yaitu (1)

Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat, (2) Peran serta Masyarakat dalam



Pembangunan dan Program Pemberdayaan Masyarakat, (3) Keamanan,
Ketertiban, dan Kenyamanan di Masyarakat. Ketiga komponen inilah yang
menjadi acuan target/sasaran Pemerintahan Daerah khususnya instansi
Kecamatan. Seperti pada tabel 1.1 dapat terlihat pencapaian target dan capaian
kinerja Kecamatan se-Kota Bekasi pada periode tahun 2017-20109.

Tabel 1.1 Target dan Capaian Kinerja
Kecamatan se-Kota Bekasi periode tahun 2017-2019

No Sasaran Indikator 2017 2018 2019
Sasaran Tar | Capai | Tar | Cap | Tar | Cap
get an get | aian | get | aian
Pelayanan Indeks 80 | 81,30 | 80 80 80 78
Masyarakat Kepuasan
di Kecamatan | Masyarakat
Partisipasi Partisipasi 45 | 4556 | 45 | 41,4 | 45 40
Masyarakat Swadaya 5
Masyarakat
dalam Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Keamanan, Keamanan&K | 100 95 100 | 92 100 | 88
Ketertiban, enyamanan
dan Lingkungan
Kenyamanan
di
Masyarakat

Sumber: BKPPD Kota Bekasi 2019

Berdasarkan tabel 1.1 Kualitas Pelayanan Masyarakat mengalami
penurunan dari tahun 2017 — 2019, hal ini terlihat nilai capaian tahun 2017
sebesar 81,30 menurun hingga ke 78 di tahun 2019, walaupun ada peningkatan
nilai target di tahun 2019 akan tetapi perolehan nilai capaian justru malah merosot
turun dan tidak dapat memenuhi nilai target yang diharapkan. Hal tersebut juga

terjadi pada penurunan nilai hasil capaian aspek Partisipasi Masyarakat, dan aspek



Keamanan, Ketertiban, serta Kenyamanan yang semakin menurun nilai
capaiannya dari tahun 2017 hingga ke 2019.

Dari pengamatan tersebut, mengindikasikan bahwa belum optimalnya
kinerja PNS Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
padahal Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2008 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kota
Bekasi, kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang
dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Oleh karena itu, pentingnya tugas, fungsi dan wewenang Kecamatan untuk
pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat adalah yang paling utama
diperhatikan karena sangat berkaitan dan berdekatan dengan masyarakat. Dengan
demikian, pelayanan publik pada tingkat kecamatan sudah seharusnya dapat
berkualitas, berprosedur jelas, sesuai dan mampu mewujudkan harapan dan
keinginan masyarakat sebagai penyelenggara pelayanan publik. Untuk mencapai
tujuan tersebut, maka di butuhkan gaya kepemimpinan yang tepat, dan dapat
membantu meningkatkan kualitas kinerja pegawai Kecamatan.

Menurut (Soegihartono, 2019) pemimpin yang efektif akan dapat
menjalankan fungsinya dengan baik, tidak hanya ditunjukan dari kekuasaan yang
dimiliki tetapi juga ditunjukkan pula oleh perhatian pemimpin terhadap
kesejahteraan, kepuasan karyawan terhadap pemimpin dan peningkatan kualitas

karyawan, terutama sikap mengayomi yang ditunjukan untuk menguatkan



kemauan karyawan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran organisasi.
Oleh sebab itu, pemimpin memegang peranan yang sangat penting agar dapat
mempertahankan komitmen pegawai dalam organisasi, meningkatkan efisiensi,
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta membangun lingkungan
kerja yang kondusif.

Berdasarkan pernyataan Rudi (2018) dalam ombudsman.go.id ditemukan
bukti bahwa terdapat perintah dari atasan aparatur sipil negara (ASN) di
lingkungan Pemerintah Bekasi, Jawa Barat, untuk menghentikan pelayanan public
dikarenakan isu politik. Penghentian tersebut dilakukan secara sistematis,
serentak, dan diarahkan oleh pihak tertentu. Bukti kuat adanya malaadministrasi
didapatkan dari hasil konfrontasi pernyataan penyelenggara pelayanan publik
Pemkot Bekasi dengan data-data yang dimiliki.

Berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait
malaadministrasi penghentian pelayanan publik di Bekasi, Ombudsman menyebut
sejumlah pejabat dari Pemkot Bekasi hinga pejabat dari Kementerian Dalam
Negeri tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sejumlah pejabat publik
terbukti menggunakan gaya kepemimpinan otoriter dan mengabaikan kewajiban
hukum yang mengakibatkan terhentinya pelayanan publik. Ombudsman menilai,
pemimpin gagal menghentikan terjadinya penghentian pelayanan publik dan gagal
mengoordinasikan upaya untuk mengembalikan pelayanan publik. Ombudsman
juga menilai Inspektorat Bekasi tidak kompeten dalam melakukan pengawasan

terhadap pimpinan aparatur sipil negara Kota Bekasi.



Selain pemimpin yang otoriter, permasalahan terkait lingkungan kerja juga
menjadi penyebab menurunnya kinerja ASN di Bekasi. Penempatan lokasi kantor
yang tidak sesuai dengan lokasi tempat tinggal, ketersediaan sarana untuk
pelayanan yang belum dilengkapi dengan alat penunjang kerja seperti komputer
bagi Frontliner, mesin antrian, dan ruang tunggu yang sempit. Sistem tata kelola
arsip atau dokumen yang tak efisien dan masih banyak tercecer, Suasana kantor
yang tidak begitu kondusif karena minimnya fasilitas komputer, meja dan kursi
kerja, serta hubungan komunikasi antar pegawai yang kurang baik.

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar para
pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang
dibebankan oleh karena itu, pimpinan pada perusahaan dan organisasi harus bisa
menciptakan suasana kerja yang nyaman, pola komunikasi dan hubungan kerja
yang harmonis, iklim kerja yang dinamis, peluang karir, dan fasilitas kerja yang
memadai. Namun, berdasarkan jawaban responden pada tabel 1.2 kondisi
lingkungan kerja yang ada pada setiap kantor Kecamatan belum sepenuhnya baik
dan sesuai yang diharapkan pegawai.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja juga
memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja pegawai, karena apabila
lingkungan kerja yang terbentuk tidak cukup kondusif dan nyaman bagi setiap
pegawali, keinginan untuk dapat bekerja lebih baik pun terasa berat terlebih dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jika ditinjau lebih lanjut, komitmen terhadap organisasi dinilai

menyebabkan rendahnya kinerja ASN. Banyaknya pegawai yang tidak ditempat



saat jam kerja, rendahnya tingkat kehadiran pegawai saat pimpinan
mengamanatkan untuk menghadiri suatu kegiatan di luar jam kerja, banyaknya
pegawai yang pulang on-time meninggalkan kerjaan yang belum terselesaikan.
Ketiga faktor tersebut yang juga menjadi penentu menurunnya Kinerja
dikarenakan komitmen pegawai.

Komitmen organisasi merupakan keinginan pegawai atau karyawan untuk
menetap mengabdikan diri sebagai bagian dari pekerjaan dan tanggung jawab
dalam sebuah organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen yang kuat dalam
sebuah organisasi akan membantu atasan dalam mencapai target dan capaian
organisasi, serta memberikan hasil kerja yang stabil dan mendorong terciptanya

situasi dan lingkungan kerja yang kondusif.

Selain fenomena di atas juga terjadi perbedaan hasil penelitian (research
gap), berikut beberapa ringkasan penelitian terdahulu yang menunjukkan
hubungan antar variabel yang peneliti temukan antara lain : penelitian oleh (Devi
Agni Surya, 2015) yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otoriter dan
Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Karyawan Swiss Belinn Hotel Manyar
Surabaya”, menunjukkan bahwa kepemimpinan otoriter memiliki hubungan
negatif dan tidak signifikan sedangkan variabel lingkungan kerja memiliki
hubungan positif dan siginfikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Namun,
secara bersama-sama, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kepuasan kerja karyawan dan variabel yang paling dominan adalah
lingkungan kerja. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Indah Orchidia,

2014). dengan judul pengaruh Gaya Kepemimpinan, Integritas dan Komitmen



Organisasi terhadap Kinerja Auditor Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan
Dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Sumatera Barat, yang menyatakan bahwa
Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja auditor
pemerintah. Integritas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja auditor
pemerintah. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja

auditor pemerintah.

Penelitian yang oleh (Rinawati & Ingsih, 2015) berjudul “Pengaruh
lingkungan kerja dan kompetensi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi
sebagai variabel intervening pada satuan kerja non vertical tertentu (SNVT)
Kemen PU di Semarang”, menyatakan bahwa Lingkungan kerja dan kompetensi
berpengaruh positif terhadap motivasi, motivasi berpengaruh positif terhadap
kinerja dan mampu menjadi mediator lingkungan kerja dan kompetensi terhadap
Kinerja.

Berdasarkan data awal yang telah didapat dari hasil observasi, wawancara,
dan beberapa uraian diatas, dalam penelitian ini penulis ingin menggali lebih
lanjut masalah tersebut dengan mengambil judul “Pengaruh Kepemimpinan
Otoriter dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Kecamatan se-Kota Bekasi dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel

Intervening”.

Akumulasi dari setiap faktor seperti kepemimpinan otoriter, lingkungan kerja
dan komitmen organisasi akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai, yang jika di

tingkatkan dan diperbaiki akan berdampak pada peningkatan kinerja setiap



individu pegawai dan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap Kkinerja

organisasi secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti mengamati
terdapat permasalahan yang dapat di identifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kepemimpinan otoriter berpengaruh terhadap Kkinerja pegawai
negeri sipil Kecamatan Se-Kota Bekasi?

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai negeri
sipil Kecamatan Se-Kota Bekasi?

3. Apakah kepemimpinan otoriter berpengaruh terhadap komitmen organisasi
pegawai negeri sipil Kecamatan Se-Kota Bekasi?

4. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi
pegawai negeri sipil Kecamatan Se-Kota Bekasi?

5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai negeri
sipil Kecamatan Se-Kota Bekasi?

6. Apakah kepemimpinan otoriter berpengaruh terhadap kinerja pegawai
negeri sipil Kecamatan Se-Kota Bekasi melalui komitmen organisasi
sebagai variabel intervening?

7. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai negeri
sipil Kecamatan Se-Kota Bekasi melalui komitmen organisasi sebagai

variabel intervening?
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Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui pengaruh kepemimpinan otoriter terhadap kinerja pegawai
negeri sipil Kecamatan Se-Kota Bekasi.

Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai negeri
sipil Kecamatan Se-Kota Bekasi.

Mengetahui pengaruh kepemimpinan otoriter terhadap komitmen
organisasi pegawai negeri sipil Kecamatan Se-Kota Bekasi.

Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi
pegawai negeri sipil Kecamatan Se-Kota Bekasi.

Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai
Kecamatan Se-Kota Bekasi.

Mengetahui pengaruh kepemimpinan otoriter terhadap kinerja pegawai
negeri sipil Kecamatan Se-Kota Bekasi melalui komitmen organisasi
sebagai variabel intervening.

Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai negeri
sipil Kecamatan Se-Kota Bekasi melalui komitmen organisasi sebagai

variabel intervening.



1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai
berikut :
1. Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan sumber daya manusia
yang mendukung peningkatan kinerja pegawai Kecamatan Kota Bekasi.
2. Secara Praktis
Manfaat praktis penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan
dan umpan balik bagi kepemimpinan di setiap Kantor Kecamatan untuk
pengambilan keputusan khususnya dalam pemberdayaan SDM, dapat
menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik lagi, dapat meningkatkan
komitmen organisasi bagi setiap pegawai Kecamatan Kota Bekasi dan

dapat mengoptimalkan kinerja pegawai.
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